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- Pendahuluan
. “Thus, as a maritime country, Indonesia should assert itself as the World Maritime Axis. This position
opens opportunities for Indonesia to develop regional and international cooperation for the

prosperity of the people”.?

Pernyataan di atas merupakan p do (Jokowi) ketika

berkunjung ke Myanmar, GLT) East Asia
Summit (EAS) ke-9. P, :
Indonesia sangat
Selain itu, Presj

yang menja

membangun kedaulatan pangan lattsmelalti | ngan ndistri perikanan dengan

menempatkan nelayan sebagai pilar utama, komitmen mendorong pengembangan
infrastruktur dan konektivitas maritim dengan membangun tol laut, pelabuhan laut

dalam, logistik, dan industri perkapalan, serta pariwisata maritim, diplomasi maritim yang

* R.A. Witular, “Presenting Maritime Doctrine”, dalam
http://www.thejakartapost.com/news/2014/11/14[presenting-maritime-doctrine.html, , 14 November 2014,
diunduh pada 28 Juli 2015.

3 Ibid.
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- mengajak semua mitra Indonesia untuk bekerjasama pada bidang kelautan serta

Indonesia berkewajiban membangun kekuatan pertahanan maritim.*

Menurut Presiden Jokowi, kelima pilar tersebut merupakan hal utama dan sangat
~ diperlukan bukan hanya untuk menjaga kedaulatan dan kekayaan maritim, namun juga

sebagai bentuk tanggungjawab untuk menj al.pelayaran dan keamanan

maritim. Pengamat politik luar B, konsep Poros

Maritim karena pertarungan: inkan di

lautan, sehingga konsg dianggap sebagai lang ntah

untuk meningkatkang or termasuk ekonofhi dan penguasaan

Pembahasan

Batas udara Indone:
yang berada diatas daratan, wilay
luar angkasa. Hingga saat ini belum ada perja J ng membahas hingga

batas luar angkasa. Luas wilayah udara Indonesia hingga mencapai 5.000.000 km’.

# G. Aryani, “Di EAS, Jokowi Beberkan Lima Pilar Poros Maritim Dunia”, lihat, Antara News,
http://www.antaranews.com/berita/464097/di-eas-jokowi-beberkan-lima-pilar-poros-maritim-dunia,
13 November 2014, diunduh pada 19 Juli 2015.

> A. F. Pratama, “Gagas Poros Maritim Dunia, Jokowi Sadari Masa Depan Ada di Laut”, lihat
http://www.tribunnews.com/bisnis/2014/07/04/gagas-poros-maritim-dunia-jokowi-sadari-masa-depan-ada-di-
laut, 4 Juli 2014, diunduh pada 19 Juli 2015.

®H. Djalal, J. H. Ho, & S. Bateman, Maritime Challenges and Priorities in Asia, (London and New York:
Routledge, 2012).
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Namun permasalahan tersebut akan tetap muncul ketika masalah perbatasan laut dengan

negara tetangga tidak terselesaikan.’

Batas darat Indonesia pada dasarnya ditentukan oleh Pemerintah Belanda (yang

menjajah Indonesia), Pemerintah Inggris (yang menjajah Sarawak, Sabah dan Papua

Nugini) serta Portugal (yang menjajah Time ipun secara resmi persetujuan

mengenai wilayah tersebut ;

garis kepulauan

002 dan peraturan Pemerintah
No. 61 tahun 1998. Namun kemudian direvisi melalui Hukum No.37/2008 di bawah aturan
Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB). Revisi tersebut dilakukan karena keputusan dari
Mahkamah Internasional mengenai Sipadan dan Ligitan yang berubah menjadi wilayah
Malaysia serta lepasnya Timor Timur. Di dalam archipelagic waters, bukan hanya satu
negara yang memiliki hak atas wilayah tersebut, namun negara lain juga memiliki hak

untuk memperbaiki kabel dibawah air yang melintasi wilayah laut kepulauan tersebut dan

7 Ibid.
® Ibid.
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i juga hak kepada nelayan lokal dari negara lain. Akan tetapi, hal tersebut harus sesuai
dengan perjanjian antar negara, seperti perjanjian antara Indonesia dan Malaysia pada
Februari 1982, yang berisi perlindungan terhadap nelayan Malaysia untuk mengambil ikan

di sekitar kepulauan Anambas di Laut Cina Selatan.

Indonesia telah menentukan tiga wilas

dengan Alur Laut Kepulauan Indemés Fyg 3 elat Karimata,
Laut Jawa bagian Barat, d '
Laut Cina Selatan. AL
antara Samudera Pg
Pasifik melintasi
Il A melewati

Arafura.

Territ
garis pantai
dengan negari

perjanjian yan

sebagai ZEE oleh negara-negara tersebut. Akan tetapi Indonesia menolak pernyataan
tersebut karena dua hal tersebut sangat berbeda satu dengan lainnya. Batas landas
kontinen menggambarkan mengenai dasar laut dan area lapisan tanah yang bertujuan
untuk melindungi minyak bumi, gas dan kandungan mineral lainnya. Sedangkan ZEE
berguna untuk melindungi nelayan, penelitian tentang laut, perlindungan terhadap
lingkungan hingga penentuan garis batas (200 mil). Belum jelasnya penentuan ZEE antara
Indonesia dengan negara-negara ASEAN menjadi sebuah kesulitan tersendiri untuk

mengatur dan melindungi sumber daya alam yang ada di laut. Selain itu juga banyaknya
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kejahatan pencurian ikan di wilayah abu-abu juga turut menambah jumlah permasalahan

- karena belum ada kepastian akan ZEE tersebut.

Continent Shelf atau Landas Kontinen, Indonesia memiliki hak kedaulatan untuk
mengatur dan menggunakan sumber daya alam yang terkandung di dalam landas

kontinen, termasuk organisme yang lasar laut, berbagai macam

mineral, minyak, dan gas y .landas kontinen

tersebut harus jelas kar daya alam

yang terkandung dig

era pemerintaha

menjadi fokus u

up bagus dan bera
Indonesia ingi oleh perairan atau
pidato pe

bahwa 5:
memberi
masa depa

samudera, s¢

Banyak

ngenai«poro

agai Zg

memahami por

mewujud dalam bentuk Indonesia sebag: yang bersatu (unity),
sejahtera (prosperity), dan berwibawa (dignity). Lalu sebagai sebuah doktrin yaitu
memberi arahan mengenai tujuan bersama bahwa “Poros Maritim Dunia, Kekuatan di
Antara Dua Samudra”. Hal ini menekankan pada realitas geografis, geostrategis, dan
geoekonomi Indonesia di masa depan yang bergantung pada kekuatan maritim (maritime

power). Yang terakhir yaitu sebagai bagian dari agenda pembangunan nasional yaitu

9 L. Rimadi & S. Alvin, “Poros Maritim”, dalam http://news.liputan6.com/read/2121536/jokowi-kita-sudah-
lama-memunggungi-laut-saatnya-kembali, Oktober 2014, diunduh pada 23 Juli 2015.

' Rizal Sukma, “Gagasan Poros Maritim”, dalam
http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2014/08/21/080000726/Gagasan.Poros.Maritim, 21 Agustus 2014,
diunduh pada 23 Juli 2015.
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~ menjadi gagasan operasional yang memuat sejumlah agenda konkrit yang ingin
diwujudkan, seperti pembangunan tol laut untuk menjamin konektivitas antar pulau,
pengembangan industri perkapalan dan perikanan, pembangunan pelabuhan, perbaikan

transportasi laut, serta keamanan maritim.

Namun, di dalam mewujudkan visi

menghadapi tantangan, antara laj
pencurian ikan (illegal
penyelundupan dan kg

kejahatan lintas ne

Teori, Konsep ¢

Tantangan y
tersebut aka
menangani da
7S McKinsey |
staff.” Konsep

mewujudkan visi

(o

i s e

ah rencana yang “ dilakukan oleh p

1. Strategy me

organisasi dala ntuk

menjadikan Indonesiz

2. Structure merupakan susun: du organisasi. Di

dalam hal ini adalah kementerian maupg men yng bertanggungjawab
akan keberhasilan poros maritim.

3. System merupakan sebuah alur pikir dan dilaksanakan serta menjadi salah satu
penentu keberhasilan dari tujuan tersebut. Dalam hal ini adalah alur pengerjaan

serta tanggungjawab yang diberikan oleh pemerintah terhadap pihak-pihak yang

berwenang, dimulai dari komunikasi hingga koordinasi serta kontrol dari pemimpin

""H. Djalal, J. H. Ho, &S. Bateman, op.cit.

" McKinsey 7S Framework (n.d.), dalam
http://www.projectnavigator.com/downloads/mckinsey_approach.pdf, diunduh pada 23 Juli 2015.
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sangat dibutuhkan untuk memastikan sistem berjalan sesuai dengan keinginan dari
pemerintah atau organisasi.

4. Skills merupakan kemampuan atau kompetensi di dalam sebuah pemerintahan
atau organisasi. Kemampuan ini dapat berbentuk kemampuan finansial,

rintah Indonesia, TNI, TNI AL,

judkan visi tersebut.

5.
gak‘ dapat berupa sebuah si
keberhas pemerintah atau ¢ :
6. Staff ate . [ juga merupakan Kyn
rintah,
ke
terse
ke
Ke
Zop Sty

serta mem
keinginan dan"% n_atal ebu 5 pemimpin
mampu memberikarm:

menjadikan dirinya sebagai

Tujuh model McKinsey tersebut merupakan sebuah elemen di dalam manajemen
untuk mempermudah dalam mewujudkan tujuan dari organisasi atau pemerintah. Di
dalam konsep Poros Maritim, pemerintah Indonesia harus melakukan upaya ekstra untuk

mewujudkannya.

Visi poros maritim dapat menjadi sebuah peluang dan tantangan bagi pemerintah
Indonesia. Sebagai negara yang memiliki posisi strategis di dalam pelayaran dunia,

Indonesia dilalui 40% kapal-kapal perdagangan dunia yaitu Selat Malaka, Selat Sunda,
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~ yang digagas oleh Presidep

 Selat Lombok, dan Selat Makasar.” Sebagai peluang dan tantangan, poros maritim terdiri
dari beberapa aspek, antara lain pengembangan sumber daya manusia dan teknologi

kelautan, pengembangan sektor ekonomi kelautan, pengelolaan sumber daya laut dan

wilayah pesisir yang berkelanjutan, pembangunan sistem pertahanan dan keamanan

berbasis geografi negara kepulauan dan pembar m maritim nasional. ™

Pembangunan tol laut di s

nesia Timur, |

oleh pemerintah Indo

Bappenas, gagasan

beroperasi, nam

batas pelayaran jangk

h.” Kawasan Indonesi

Ambon pada
agar barang at
langsung dimd
perbedaan yan
pembangunan tol"

mendatang, sehingg

Selain peluang, - Ju i ' onesia
| erdasarkan data
dari Food and Agricultural Organizai RAQ), kerug /ang. diala i Indonesia setiap
tahunnya mencapai angka Rp 3 Triliun akibat illegal fishing yang dilakukan oleh nelayan

asing di perairan Indonesia.” Belum adanya aturan hukum yang kuat dan tegas membuat

" B. Limbong, Poros Maritim, (Jakarta: PT. Dharma Karsa Utama, 2015).
* Ibid.
"> F. Ariyanti, “Tol Laut Jokowi Sudah Beroperasi”, dalam http://bisnis.liputan6.com/read/2197409/tol-laut-
jokowi-sudah-beroperasi, 26 Maret 2015, diunduh pada 28 Juli 2015.
*® 0. Sinaga, “Jokowi Garap Jalan Tol Laut di Indonesia Timur”, dalam
http://bisnis.tempo.co/read/news/2014/12/09/090627275/2015-jokowi-garap-jalan-tol-laut-di-indonesia-timur,
9 Desember 2014, diunduh pada 28 Juli 2015.
'7'S. Susanto, “Illegal fishing ‘causes Rp 3T Loss to State Anually”, dalam
http://www.thejakartapost.com/news/2012/06/08/illegal-fishing-causes-rp-3t-loss-state-annually.html, 8 Juni
2012, diunduh pada 28 Juli 2015.
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pencurian ikan tersebut sering terjadi di Indonesia. Hal tersebut menjadi sebuah
tantangan bagi Indonesia untuk semakin pro aktif di dalam menangkap kejahatan illegal

fishing serta peluang untuk menghentikan kerugian negara setiap tahunnya.

Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti, merupakan salah satu yang

peduli dan fokus terhadap permasalaha: galsebijakan Menteri Susi untuk

menenggelamkan kapal asing yafig terb : ; gidi,perairan Indonesia

KP[2014 te
tangkap
KP/2014, se

aparatur
larangan
Upa
nyata dalam visi Poio
hanya sebuah uisaﬁmjé pol

pemerintah, maka Indonesia dapat menjadi negara yang kuat dengan kekuatan maritim
sebagai titik tumpu. Selain itu, berbagai sektor pemerintah juga akan mengalami
peningkatan jika visi tersebut tercapai, seperti sektor ekonomi, politik di level nasional

maupun regional, dan sektor pertahanan.

Pada sektor ekonomi, jika visi tersebut tercapai, maka potensi kelautan seperti

perikanan, energi dan sumber daya mineral (pertambangan, minyak dan gas, garam laut,

*® J. Hakam, “KKP: lllegal Fishing Turun Hingga 9o%”, dalam http://ekuatorial.com/laut-marina/momaf-illegal-
fishing-dropped-go-percent-in-indonesia#!/story=post-9935, 6 Januari 2015, diunduh pada 28 Juli 2015.

"9 Ibid.
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~ sumber daya energi terbarukan), pelayaran, industri dan jasa maritim, akan menjadi

kekuatan utama pemerintah Indonesia sebagai kekayaan yang dimiliki dengan jumlah
yang sangat melimpah. Dengan kata lain pemerintah Indonesia akan memiliki kedaulatan
penuh atas kekayaan alam yang berada di laut. Kekayaan tersebut dapat diolah dan

digunakan untuk kemakmuran rakyat Indonesia tercantum di dalam Undang-

undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat
terkandung di dalamnya dik
kemakmuran rakyat”.

implementasi dari pasa

a Indonesia kua%}

- baik di level nasional

dalam pelaya
peran politikn
diperkuat den

pertahanan. Jika

sektor pertahanan

peningkatan jumlah an

3¢ dan
peningkatan kemampuan perser engaruhi
antara peningkatan pertumbuhan Jpeningkatan sektor

pertahanan yang mampu mewujudkan visi poros m, serta visi poros maritim yang
dapat memperkuat sektor pertahanan dan ekonomi sebuah negara. Dengan kata lain, jika
visi tersebut tercapai, maka Indonesia akan mampu menjadi negara yang berdikari
(berdiri diatas kaki sendiri) seperti ideologi Presiden Soekarno dan sesuai dengan Politik
Luar Negeri Indonesia “Bebas Aktif” yang tidak memihak dan bergantung kepada negara

lain.
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Kesimpulan

~ Poros Maritim bukan hanya menjadi sebuah “jargon” bagi pemerintahan Presiden Joko
Widodo namun juga menjadi sebuah visi yang harus dicapai. Indonesia sebagai negara
kepulauan yang dikelilingi oleh laut sudah saatnya untuk bangkit dan menjadikan laut

sebagai sebuah harapan dan kesempa i dalam membangun dan

mewujudkan visi poros mari
untuk melibatkan sem er tersebut akan
sangat besar dan '

maritimnya.

POten i
dan sumbe
daya alam

lagi berg

agi perwujudal

untuk terus melan memfokuskan diri pada visi tersebut, se

menjadi tugas bagi seluruh warga negarasindor upt @mbantu pemerintah dalam
mewujudkan tujuan Indonesia sebagai negara ‘Poros Maritim Dunia’. Seperti yang

disampaikan oleh Presiden Soekarno :

“Usahakanlah agar kita menjadi bangsa pelaut kembali. Ya, bangsa pelaut dalam
arti seluas-luasnya. Bukan sekedar menjadi jongos-jongos di kapal, bukan. Tetapi bangsa

pelaut dalam arti kata cakrawala samudera. Bangsa pelaut yang mempunyai armada
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- niaga, bangsa pelaut yang mempunyai armada militer, bangsa pelaut yang kesibukannya

di laut menandingi irama gelombang lautan itu sendiri”. *°
Rekomendasi

Beberapa hal yang harus diperhatika _manusia, anggaran,

alutsista dan penyerapan mak kemandirian
industri pertahanan. Pem i hal yang
sangat penting yang d
dilakukan oleh pe 4

akan pentingnya,

dilakukan de
abad ke-21 se
ini mengguna
manusia dituntt
atas teknologi

penting dan harus

peningkatan anggaran pertahanan, hal tersebut diungkapkan oleh Menteri Pertahanan
Indonesia Ryamizard Ryacudu setelah memimpin rapat pimpinan (rapim) Kementerian
Pertahanan (Kemhan) tahun 2015 di Kantor Kemhan, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta

Pusat, Rabu 17 Desember 2014.“Untuk anggaran pertahanan, Pak Jokowi berjanji akan

**S. K. Yudha, “Membangun Poros Maritim”, dalam
http://www.repub[ika.co.id/berita/koran/‘pareto/14/12io5/ng3iog33—membangun-poros—maritim, 5 Desember
2014, diunduh pada 28 Juli 2015.
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meningkatkan dua sampai tiga kali lipat dari anggaran Pemerintah SBY, saya jamin akan

naik.".”

Peningkatan anggaran juga berkaitan erat dengan alutsista, jika anggaran
pertahanan meningkat maka akan mampu meningkatkan jumlah alutsista. Hingga saat ini,

Indonesia masih memiliki alutsista lama,&

sista juga telah mengalami

modernisasi. Untuk mewuj Maritim Dunia,

it, darat dan

Indonesia harus banya

udara dalam menj; nesia. Penyerapan MEF yan

menjadi kendala sia untuk mewuju': n visi tersebut.

Essential Forg

kebutuhan

digunakan untuk memproduksi alat®ata 1ha S sebab itu, pemerintah
Indonesia harus memberikan dukungan penuh untu idustri pertahanan Indonesia agar
Indonesia mampu menjadi bangsa yang mandiri di bidang industri pertahanan. Selain itu,
dual use technology juga harus dikembangkan oleh industri pertahanan Indonesia untuk
membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Dual use technology merupakan sebuah
teknologi yang mampu memproduksi dua barang yaitu alat-alat pertahanan dan juga

barang untuk masyarakat sipil. Contohnya, PT Pindad saat ini memproduksi dual use

*'R. A. Simanjuntak, “Peningkatan Anggaran Pertahanan”, dalam
http://nasional.sindonews.com/read/938548/14/anggaran-pertahanan-naik-tiga-kali-lipat-14188 0117417,
Desember 2014, diunduh pada 23 Juli 2015.
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~technology yaitu memproduksi senjata untuk militer dan juga alat berat untuk sipil.” Hal

tersebut merupakan terobosan yang sangat bagus. Oleh sebab itu, pemerintah Indonesia
sudah saatnya untuk menggunakan barang-barang buatan negeri sendiri untuk menjadi

negara yang mandiri di bidang pertahanan.

Daftar Pustaka

Buku

Djalal, H., Ho, J. H., & Ba
York: Routledge

Limbong, B. 2015. P,
Website

Aryani, G. “Di EA
http://ww

http://bis

April 2015, dit

Hakam, J, “KKP: lllegalif
marina/momaf-illag
2015, diunduh pada

McKinsey 7S Framework (n.d.J
http://www.projectnavigator
2015.

Pratama, A. F, “Gagas Poros Maritim Dunia, Joke¢ Ada di Laut”, lihat
http://www.tribunnews.com/bisnis/2014/07/04/gagas-poros-maritim-dunia-jokowi-sadari-
masa-depan-ada-di-laut, 4 Juli 2014, diunduh pada 19 Juli 2015.

Rimadi, L. &S. Alvin, “Poros Maritim”, dalam http://news.liputan6.com/read/2121536/jokowi-kita-
sudah-lama-memunggungi-laut-saatnya-kembali, October 2014, diunduh pada 23 Juli 2015.

pada 23 Juli

Sinaga, O. (2014, December 9). 2015, Jokowi Garap Jalan Tol Laut di Indonesia Timur. Dipetik July
28, 2015, dari Tempo.co: http://bisnis.tempo.co/read/news[2014/12/09/090627275/2015-
jokowi-garap-jalan-tol-laut-di-indonesia-timur.

Sukma, Rizal, “Gagasan Poros Maritim”, dalam
http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2014/08/21/080000726/Gagasan.Poros.Maritim, 21
Agustus 2014, diunduh pada 23 Juli 2015.

* B. Prasetyo, “Pindad Lirik Produksi Alat Berat Untuk Sipil”, dalam
http://www.tribunnews.com/bisnis/2015/04/27/pindad-lirik-produksi-alat-berat-untuk-sipil, 27 April 2015,
diunduh pada 23 Juli 2015.

Jurnal Pertahanan Agustus 2015, Volume 5, Nomor 2 189




Susanto, S, “lllegal fishing ‘causes Rp 3T Loss to State Anually”, dalam
~ http://www.thejakartapost.com/news/2012/06/08/illegal-fishing-causes-rp-3t-loss-state-
annually.html, 8 Juni 2012, diunduh pada 28 Juli 2015.

Simanjuntak, R. A, “Peningkatan Anggaran Pertahanan”, dalam
http://nasional.sindonews.corn/read/938548/14langgaran-pertahanan-naik-tiga-kaIi-lipat-
141880117417 December2014, diunduh pada 23 Juli 2015.

Witular, R. A., “Presenting Maritime Doctrine”, dalam '
http://www.thejakartapost.com/news{2074/11/ic
November 2014, diunduh padas

Yudha, S. K, “Membangun Po
http://www.republika:
maritim, 5 Dese

itime-doctrine.html, , 14

poros-

ada 28 Juli 2015.

190 Jurnal Pertahanan Agustus 2015, Volume 5, Nomor 2




